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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
Good governance depends on the role of various parties

to take responsibility and work with integrity
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ABSTRACT

This study discusses the implementation of good governance in village development
planning meetings (Musrenbangdes) in Pulau Semambu Village, North Indralaya
District, Ogan Ilir Regency based on the principles of good governance according to
Sedarmayanti, namely accountability, transparency, participation and rule of law. The
background of this research is the phenomenon of declining levels of community
participation and the lack of community proposals that are accommodated in the
Musrenbangdes. The research method used is descriptive qualitative research.
Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques
used through observation, interviews, documentation, and literature study. The results
showed that the implementation of good governance in the Village Development
Planning Meeting in Semambu Island village, Ogan Ilir Regency, did not fulfil all the
principles of good governance when viewed from the following dimensions: (1) In
terms of accountability, the government had not yet formed an organizing team and a
Musrenbangdes guiding team ; (2) In terms of transparency, there is still minimal
outreach by the government; (3) In terms of participation, there has been a decrease
in the level of community participation due to a feeling of pessimism due to unfulfilled
desires; (4) In terms of the rule of law, lack of knowledge of organizers regarding the
guidelines and rules for implementing the Musrenbangdes. The advice given in this
study is to provide training and guidance related to implementation procedures from
the preparatory stage to post-Musrenbangdes, as well as involve academics and other
facilitators to provide assistance and provide understanding regarding the ideal
concept of organizing Musrenbangdes in accordance with the guidelines. The
government should also provide a web-based information system as a means of
disseminating information.

Keywords: Good governance, Musrenbangdes, Participation
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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Penerapan Good Governance dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Pulau Semambu
Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan prinsip-prinsip good
governance menurut Sedarmayanti, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan
supremasi hukum. Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya fenomena menurunnya
tingkat partisipasi masyarakat dan minimnya usulan masyarakat yang diakomodir
dalam Musrenbangdes. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif
yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara,
dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan
good governance dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di desa Pulau
Semambu belum memenuhi seluruh prinsip-prinsip good governance jika ditinjau dari
beberapa dimensi berikut: (1) Dari segi akuntabilitas, pemerintah belum membentuk
tim penyelenggara dan tim pemandu Musrenbangdes; (2) Dari segi transparansi, masih
minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah; (3) Dari segi partisipasi, terjadi
penurunan tingkat partisipasi masyarakat karena rasa pesimisme akibat keinginan yang
tidak terpenuhi; (4) Dari segi supremasi hukum, masih minimnya pengetahuan
penyelenggara terkait pedoman dan aturan pelaksanaan Musrenbangdes. Saran yang
diberikan pada penelitian ini yaitu memberikan pelatihan dan pembinaan terkait tata
cara pelaksanaan dari tahap persiapan hingga pasca Musrenbangdes, serta melibatkan
akademisi dan fasilitator lainnya untuk memberikan pendampingan dan memberikan
pemahaman terkait konsep penyelenggaraan Musrenbangdes yang sesuai dengan
pedoman. Pemerintah juga harus menyediakan sistem informasi berbasis web sebagai
sarana penyebaran informasi.

Kata Kunci: Good governance, Musrenbangdes, Partisipasi
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konseptualisasi pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya yang
dilakukan oleh pemerintah secara tersistematis untuk mewujudkan kesejahteraan dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Hariyanto, 2021). Upaya merealisasikan
keberhasilan pembangunan tersebut tidak hanya diartikan sebagai transformasi
infrastruktur, namun meliputi keseluruhan dari sistem sosial yaitu politik, budaya,
teknologi, pendidikan, pertahanan dan keamanan yang bersifat berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan Sustainable Development
Goals (SDGs) menjadi program yang bersifat universal dan dilakukan di seluruh
dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju dalam mewujudkan visi
global. Negara Indonesia menjadi salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) yang turut berperan secara aktif untuk menentukan sasaran dari tujuan
pembangunan berkelanjutan, seperti yang tercantum pada dokumen Transforming Our
World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Selain itu, SDGs juga
diimplementasikan dengan didukung adanya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun
2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Adapun salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah penguatan
kelembagaan sebagaimana yang disebutkan pada tujuan SDGs yang ke 16 yaitu
perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat artinya memberikan dukungan
terhadap masyarakat dalam rangka pembangunan berkelanjutan, memberikan
keadilan, dan melakukan pembangunan di berbagai institusi secara efektif dan

akuntabel diseluruh level.



Penguatan kelembagaan menjadi salah satu indikator untuk mencapai
keberhasilan pembangunan dari seluruh sistem sosial ditentukan dari tahap
perencanaan sebagai tahap awal dan proses esensial dalam memilih tindakan yang
tepat dengan tetap memperhatikan dari segi sumber daya. Di Indonesia proses
perencanaan pembangunan termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun
sistem perencanaan pembangunan tersebut mempunyai tujuan untuk melakukan
koordinasi pada setiap aktor pembangunan, mengoptimalkan partisipasi dari
masyarakat, melakukan pengawasan pada setiap perencanaan dan pembangunan,
menjamin sumber daya yang digunakan dengan efisien, serta menciptakan integrasi
dan sinergi baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (Septiana & Salahudin,
2021).

Upaya dalam menciptakan integrasi antara pemerintah pusat dan daerah
berdasarkan dengan tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah
mendorong pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan
otonomi daerah dengan memberikan sebagian hak dan kewenangan terhadap daerah
untuk menentukan dinamika perencanaan pembangunan di wilayahnya. Selanjutnya
Andi Nimah Sulfiani (2021) menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan pada
dasarnya tidak hanya melibatkan peran pemerintah secara dominan, namun diperlukan
kolaborasi dari pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan pembangunan merupakan bagian
terpenting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Masyarakat seharusnya tidak

hanya berperan sebagai penerima manfaat atau objek dari pembangunan, melainkan



dipandang subjek dari pembangunan itu sendiri sebagaimana perwujudan dari konsep
kedaulatan rakyat.

Pelibatan masyarakat khususnya pada tahap perencanaan pembangunan
direalisasikan dengan adanya ruang serap aspirasi yang terakomodasi melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dasar hukum penerapan
Musrenbang diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang berisi mengenai Musrenbang adalah wadah
aspirasi untuk melakukan penyusunan mengenai rencana pembangunan nasional serta
daerah.

Penerapan Musrenbang pada praktiknya dilakukan secara bertahap yaitu
bermula di tingkat desa/kelurahan, kemudian pada tingkat kecamatan, selanjutnya
kabupaten/kota, hingga ke tingkat nasional. Seluruh tahapan dan proses tersebut
sebagai harapan untuk mewujudkan pembangunan di seluruh bidang melalui
penyerapan aspirasi masyarakat yang bermula dari lingkup terkecil yaitu desa. Adapun
forum musyawarah untuk mempertemukan seluruh stakeholder untuk menyusun
perencanaan pembangunan pada lingkup desa disebut Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa (Musrenbangdes) (Hayati, 2022).

Konseptualisasi Musrenbangdes tercantum pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang berisi
tentang prosedur penyelenggaraan Musrenbangdes dalam menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
melalui pelibatan berbagai aktor-aktor yang dapat mewakili wilayah seperti di tingkat
RT/RW serta dusun, kemudian pelibatan keterwakilan dari seluruh sektor seperti

ekonomi, pertanian, pendidikan dan lainnya, selanjutnya keterlibatan dari berbagai



perwakilan kelompok dan perempuan, serta melibatkan tiga unsur yaitu pemerintah
desa, swasta, masyarakat (Sucahyo, 2019).

Pelaksanaan Musrenbangdes didasari atas berbagai tujuan yang penting yaitu
sebagai wadah dalam menampung aspirasi masyarakat, penentuan kegiatan
pembangunan yang penting dan sesuai kebutuhan berdasarkan alokasi dana desa, serta
penetapan kegiatan yang diprioritaskan atau pembangunan yang dikaji di Musrenbang
tingkat kecamatan (Eka et al., 2021). Oleh karena itu, keterlibatan unsur masyarakat
secara partisipatif penting untuk dilakukan. Selain partisipasi dari masyarakat,
diperlukan juga tata kelola pemerintah desa yang baik untuk mewujudkan perencanaan
pembangunan desa.

Heriyanto (2015) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) menjadi bagian dari agenda reformasi dalam mewujudkan kondisi ideal
pada setiap lini pemerintahan. Istilah Good dalam good governance dari sudut pandang
Lembaga Administrasi Negara (LAN) (dalam Fitriani, 2019) mempunyai dua makna.
Pertama, suatu nilai untuk mengedepankan keinginan rakyat dan mendorong
kemampuan masyarakat dalam mendorong keberhasilan tujuan nasional. Kedua,
pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan didasarkan pada aspek fungsional
pemerintahan yang efektif dan efisien. Kemudian LAN menyatakan bahwa good
governance merujuk pada arah yang ideal di pemerintahan untuk mencapai tujuan
nasional.

Pandangan lain mengenai good governance disampaikan oleh Andalus
Handayani & Ichsana Nur (2019) yang memaknai good governance sebagai cara untuk

menciptakan integrasi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mencapai



konsensus bersama dan memperkecil terjadinya penyimpangan pada penerapan
kebijakan, karena pada prosesnya telah berdasarkan keputusan bersama.

Kemudian Sedarmayanti (2007) juga memiliki pandangan bahwa pola
perbedaan antara pemerintahan yang tradisional (government) dengan konsep
pemerintahan (governance) didasari atas tuntutan untuk mengurangi peran pemerintah
yang bersifat sentralistik dan partisipasi masyarakat yang harus dibuka secara seluas-
luasnya. Sedarmayanti (2017) juga menambahkan bahwasanya terdapat prinsip-
prinsip utama dalam good governance yang menjadi acuan untuk berpikir dan
bertindak. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memaksimalkan penerapan prinsip-
prinsip good governance, terutama dalam penyelenggaraan Musrenbangdes.

Namun dari hasil literature review yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa
masih terdapat berbagai hambatan pada penerapan prinsip-prinsip good governance
kendati memiliki tujuan yang penting. Adapun penelitian yang dikaji Abdullah (2020)
menyatakan bahwa pembangunan masih belum terlaksana secara maksimal
dikarenakan beberapa faktor jika mengacu pada prinsip good governance yang
berpedoman dari Masyarakat transparansi Indonesia (MTI) seperti partisipasi yang
masih sangat rendah.

Selain itu, penelitian yang telah dilaksanakan oleh Nurmala Dewi et al., (2021)
ditemukan bahwa penerapan prinsip Good Governance menurut Kementerian
Keuangan Republik Indonesia pada Desa Sindanghaji masih mengalami sejumlah
permasalahan karena sumber daya manusia yang berkualitas sangat minim, rendahnya
komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dan sarana media informasi yang

kurang memadai dalam mendukung transparansi kegiatan terhadap masyarakat.



Permasalahan yang demikian juga ditemukan pada penyelenggaraan
Musrenbangdes di Desa Pulau Semambu yang terletak di Kecamatan Indralaya Utara,
Kabupaten Ogan Ilir. Berikut beberapa permasalahan yang peneliti temukan di lokasi
penelitian dari hasil observasi awal yang akan dijelaskan dengan menampilkan data
sumber pendukung sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan Jumlah Peserta yang Hadir

dan Jumlah Peserta yang Diundang pada Musrenbangdes

No Tahun Jumlah Peserta yang | Jumlah Peserta | Persentase
Diundang yang Hadir
1 2020 50 Orang 34 Orang 68%
2 2021 54 Orang 35 Orang 64%
3 2022 54 Orang 28 Orang 51%

Sumber: Arsip Musrenbangdes tahun 2020, 2021, dan 2022

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwasanya jumlah peserta yang
diundang pada Musrenbangdes di desa Pulau Semambu pada tahun 2020 sebanyak 50
orang, namun yang hadir berjumlah 34 Orang. Kemudian, berdasarkan daftar
kehadiran peserta Musrenbangdes desa Pulau Semambu yang termuat dalam arsip
Musrenbangdes tahun 2021 jumlah peserta yang turut diundang 54 orang, sedangkan
dari kehadiran peserta yaitu 35 orang. Selanjutnya pada tahun 2022 diketahui jumlah
peserta yang diundang yaitu 54 orang, namun yang hadir sebanyak 28 orang. Jika
dibandingkan jumlah peserta yang hadir dari tiga tahun tersebut, persentase partisipasi
masyarakat dalam mengikuti Musrenbangdes mengalami penurunan setiap tahunnya.

Disisi lain proses dalam merumuskan kebijakan dalam praktiknya harus
dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika suatu kepentingan ditujukan
untuk masyarakat, namun dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka hasil

keputusan berpotensi tidak berpihak kepada masyarakat dan tidak mengakomodir



kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari
proses pembuatan kebijakan yang dilakukan melalui penyampaian aspirasi untuk
menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan.

Namun, dari hasil observasi awal yang dilaksanakan, menunjukkan bahwa
pemerintah masih minim dalam mengakomodir usulan yang telah disampaikan
masyarakat dalam forum Musrenbangdes. Adapun berikut data mengenai jumlah
usulan yang disampaikan dan jumlah usulan yang diterima:

Tabel 2 Rekapitulasi Usulan Musrenbangdes

No Tahun Data Usulan Usulan yang Persentase
Masyarakat Disetujui

1 2020 50 Usulan 16 Usulan 32%

2 2021 30 Usulan 3 Usulan 10%

3 2022 40 Usulan 8 Usulan 20%

Sumber: Arsip Musrenbangdes tahun 2020,2021,2022 dan Hasil Wawancara

Berdasarkan data dari tabel rekapitulasi usulan Musrenbangdes, diketahui
jumlah usulan yang disampaikan masyarakat di tahun 2020 terdapat 50 usulan, di
tahun 2021 terdapat 30 usulan, dan di tahun 2022 terdapat 40 usulan. Sedangkan hasil
akhir usulan yang disetujui hanya 16 usulan pada tahun 2020, kemudian 3 usulan pada
tahun 2021, dan 8 usulan di tahun 2022. Dari jumlah tersebut menunjukkan sedikitnya
persentase jumlah usulan yang masyarakat yang diakomodir, sehingga perlu diteliti
akar masalah dari minimnya usulan yang diakomodir dari masyarakat tersebut.

Secara konseptual seharusnya Musrenbangdes menjadi wadah dalam
menampung aspirasi demi tercapainya berbagai pembangunan yang dibutuhkan.
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbangdes menjadi dasar

perlunya ditinjau kembali dari segi penyelenggaraan Musrenbangdes. Hal tersebut



dikarenakan partisipasi masyarakat menjadi salah satu prinsip utama dalam good
governance.

Dari data yang telah diuraikan, membuktikan adanya beberapa hambatan
dalam pelaksanaan Musrenbangdes di desa Pulau Semambu. Hal tersebut akan
berdampak pada efektivitas pelaksanaan Musrenbangdes dan kebijakan yang
dihasilkan dari proses musyawarah dalam forum Musrenbangdes apabila
permasalahan tidak diselesaikan. Untuk itu,berbeda dari penelitian sebelumnya,
penelitian ini akan berfokus pada penerapan good governance dalam penyelenggaraan
Musrenbangdes di desa Pulau Semambu dengan menggunakan prinsip utama good
governance menurut Sedarmayanti (2017) yaitu akuntabilitas, partisipasi,
transparansi, dan supremasi hukum.

Desa Pulau Semambu di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan llir,
Provinsi Sumatera Selatan menjadi desa yang dipilih sebagai lokus penelitian ini
merupakan desa hasil pemekaran sejak tahun 2007 dan memiliki jumlah penduduk
2.005 jiwa dengan kepadatan penduduk 9.54/km2. Selain itu, desa ini juga memiliki
masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi karena terdapat berbagai
masyarakat pendatang yang juga menetap di desa tersebut. Adapun penelitian yang
dilaksanakan pada desa Pulau Semambu ini dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan
terkait apakah prinsip-prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparansi,
partisipasi, dan kepastian hukum telah terlaksana dengan baik dalam proses

penyelenggaraan Musrenbangdes.



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan
masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan prinsip Good Governance
dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Pulau Semambu
Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir?.
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
menganalisis penerapan prinsip Good Governance dalam musyawarah
perencanaan pembangunan desa di Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya
Utara Kabupaten Ogan llir.
1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini adalah diharapkan bisa bermanfaat untuk
memperluas sumber ilmu pengetahuan mengenai konsep good governance
dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
2. Manfaat Praksis
Secara praksis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan
masukan kepada seluruh stakeholder mengenai pelaksanaan good governance

yang ideal dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
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